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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI1/2024 mengenai
pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah menimbulkan berbagai persoalan
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amar putusan tersebut mengatur adanya
jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah selama 2 sampai 2,5 tahun
yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, ketidakpastian masa jabatan,
serta persoalan administratif dalam pemerintahan daerah. Selain itu, putusan
tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah
Konstitusi karena dianggap tidak hanya menguji konstitusionalitas norma, tetapi
juga menentukan desain sistem pemilu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini
membahas bagaimana amar Putusan MK No. 135/PUU-XXI1/2024 mengakibatkan
kekosongan hukum dan penundaan pemilu, serta bagaimana putusan tersebut
ditinjau dalam perspektif judicial restraint dan figh siyasah qada’iyyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan
pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berkaitan dengan teori judicial
restraint dan konsep figh siyasah qada’iyyah. Bahan hukum primer yang digunakan
meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI1/2024, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Adapun bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas judicial restraint,
figh siyasah qada’iyyah, dan wildayat al-mazalim, sedangkan bahan hukum tersier
berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum
dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif dengan metode deduktif

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa Putusan ' MK  No. 135/PUU-
XXI11/2024 berpotensi ‘menimbulkan kekosongan ‘'hukum karena belum adanya
pengaturan yang jelas méngenai masa trdansisi pemilu nasional dan pemilu daerah.
Putusan tersebut juga menimbulkan implikasi berupa kemungkinan perpanjangan
masa jabatan, pengisian jabatan sementara, serta ketidakpastian hukum dalam
praktik ketatanegaraan. Dalam perspektif judicial restraint, Mahkamah Konstitusi
dinilai telah melampaui fungsi negative legislator karena tidak hanya menguji
norma, tetapi juga membentuk konstruksi baru mengenai desain pemilu. Sementara
dalam perspektif figh siyasah qada’iyyah, putusan tersebut belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip kemaslahatan karena masih menimbulkan potensi mafsadah
berupa ketidakstabilan pemerintahan dan persoalan administratif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam
menjalankan kewenangannya perlu lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan
pembatasan kekuasaan agar tidak memasuki ranah pembentukan kebijakan yang
menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang. Selain itu, diperlukan
pengaturan yang jelas mengenai mekanisme transisi penyelenggaraan pemilu guna
mencegah terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam praktik
ketatanegaraan.
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